
GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALC'

NoMoR l3rnnuru 20Lz

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

TENTANG

FORUM I.ALU LINTAS DAN ANGKUTAN JA.LAN

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA E:34

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan lalar yang bersifal:

lintas seftor njr-us dilaksanakan secara t,erkoorclinasi dalam upayel

mewujudfan Lalu tintas dan Angkutan lalan !dn$ amar, lancar, teftitr

dan terjamin keselamatan bagi pengguna jalarr;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a'

;;ti, menetapkan Peraturan 
-Gubernui 

Gorclntalo tentang Forum Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan'

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provins;i

Gorontito (tembaran Negara Republik Indonesia Tafrun 2000 Nomor 258,

Tambahan Lembaran ruegara Republik Indons;ia Nontor 4C60);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian t'legara Republil<
Indonisia (tembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2002 Nomor 2,

Tambahan Lembaran ttteglra Republik Indonq;ia Nontor 4168);

undang-undang Nomor 32 Tahun 2oa4 tentang F'emerintahan Daeralr
(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 filomor 125 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telan

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang NorT'loI l] lafun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nofi]or 32 Tahun
2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia
Nomor a8afl;

undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tenErng Jalan (Letmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,'l'ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor oA4);

2.

3 .

4.

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
lalan (t-emOaran Negara Republik Indonesia Tahun 21109 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007' tentang Pembagian Urusan
pemerintahan antara Pemerintah, Pemerinlahan Daerah Provinsi dan
pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran l\egara Republik
Indonesia Nomor 4737);

7. peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tenftrng Forum Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara ReBublik Indonesia Tahun 2011
Nomor 13,Tambahan Lembaran Negara Republik InrJonesia Nomor 5229);
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S.Pera tu ranDaerahProv ins iGoron ta ]oNomor6Tahrun200Tten tang
pembentukan Oiganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Gorontalo (r-emOJran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2A\J7 Nomor 6'

Tambahan tembaian Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5);

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : pEnRTUnRN GUBERNUR GoRoNTALo TENTANG F0RUM I-ALU UNTAS DAN

ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaKud dengan :

1. Forum t-alu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum' adalah

wahana koordinasi antar lnstansi penyelenggaria lalu lintas dan angkutan

jalan Yang bersifat ad hoc;

2. Akademisi adalah kelompok masyarakat yerng mempunyai keahlian

dibidang irmu pengetanuan dan teknologi yang diperoleh secara formal

melalui jeniang pindidikan yang terkaif dengan bidang lillu lintas dan

angkutan jalan;

3 .Masya raka tpemerha t i ada laho rangpe ro rangyangmen_a ruhm ina t- 
Ojnia6u melakukan kajian dibidang Lalu Lintas dan Anrgkutan Jalan;

4. Asosiasi perusahaan angkutan umum adalah perkumpulan yang dibentuk

sebagai wadah dari perusahaan angkutan umunt;

5. Masalah/Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan lalarr adalah kondisi Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan baik bersifat arcual maupun potensial yang

tidak diinginkai sebagai akibat penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi antar instansi;

6. Koordinasi adalah kegiatan memadukan, mengintegrasikan, menyerasikan
dan menyelaraska-n pandangan dan program penyelesaian

masalah/permasalahan penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

BAB II
PENYELENGGARMN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

(1) penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakanakan secar€l' ' 
sinergis sbsuai urusan Dinas/Instansi, sebagai berikut :

a. Urusan dibidang jalan, oleh Dinas yang bertanggung iawab dibidangl
jalan;

b. Urusan dibidang sarana dan prasarana Lalu Lirrtas A,ngkutan Jalan,
oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana
Angkutan Jalan;

c. Urusan dibidang pengembangan industri l-alu Lintas Angkutan Jalan,
oleh Dinas yang beftanggung jawab dibidarng penl3embilngan industri;

d. Urusan dibidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan oleh Dinas/Badan yang beftanggung jawab dibidaryl
pengembangan teknologi;

e. Urusan dibidang registrasi dan identifika:;i kendlaraan bermotor dan
pengemudi, penegakan hukum, dan operarsional mana'femen rekayasa
ialu lintas, sefta pendidikan berlalu lintas olelh Kepolisian Daerah
Gorontalo. 
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Ketua

Sekretaris

Anggota

(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sr:suai tugas clan fungsinya

mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan secara

sinergi;
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dirmaksud pada
'-' 

ayat (2) terdapat masa[ah yang tidek dapat " 
rl.iselesaikan o]eh Instansi

yang bersangfutan, maka diseiesaikan melalui forum derngan instansi

sebigaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai inisiator;

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTMN FORUM

Pasal 3

Susunan Keanggotaan Forum adalah sebagai berikutt :
Pembina : 1. Gubernur Gorontalo

2. Kepala Kepolisian Daeral'r Gorontalo

3. Wakil Gubernur Gorontal'o

Sekretaris Daerah Provinsi Glorontalo

Kepala Sub Dinas Perhubungpn Darat Dinas
Perhubungan dan Pariwisater Provirrsi Gorontalo

t. Kepala Dinas Perhubungan darr Pariwisata Provinsi
Gorontalo

2.KepalaDinasPeker jaanlJmumProvinsiGorontalo

3. Kepala Dinas Koperasi, Perindustri dan
Perdagangan Provinsi Gorontalo

4. Kepala Dinas Kesehatan Provin:;i Gorontalo

5. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan
Teknologi Informasi Prorrinsi Gorontalo

6. Kepala Biro Hukum dan organisitsi sekretariat
Daerah Provinsi Gorontalo

7. DireKur Lalu Lintas Keprclisian lDaerah Gorontalo

8. Unsur Akademisi Universitas Negeri Gorontalo
(uNG).

9. Unsur Akademisi Universitas Ichsan Gorontalo

10. Kepala Stasiun DAMRI Gorontalo

11. Unsur Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

L2. Organisasi Angkutan Darat Provinsi (iorontalo

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Forum mempunyai tugas melakukan lloordiniasi ilntar instansi
penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dart
menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan l\ngkuft;n Jalan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forunt
mempunyai fungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok

dan iungsi setiap penyeienggara Lalu Linbs dan Angkuban Jalan dalant
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dalarn rangka :
a. menganalisa Permaslahan;
b. menjembatani, mencarikan solusi,

pelayanan; dan
c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

serta me:ningkatkan kualita:;
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Pasal 5
(1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Forum tlapat rnengundang pihak-

pihak lain yang dipandang Pedu;
(2) Hasil pelaksanaan tugas Forum dilaporkan kepada Pembina melalui Ketua

secara berkala.
BAB V

SEKRETARIAT FORUM
Pasal 5

Sekretariat Forum berkedudukan di Dinas
Provinsi Gorontalo;

Perhubungan dan Pariwisata

BAB VI
PEMBTAYMN

Pasal 7

Biaya Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutern Jalan dibelbankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemetrintahkan p'engundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benita Diaerah Provinsi
Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 13
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